
 

 
KETUA PENGADILAN NEGERI TEGAL 

 
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TEGAL 

 
Nomor  130/KPN.W12-U3/SK.HM1.1/IX/2026 

 
TENTANG 

 
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK 

 PADA PENGADILAN NEGERI TEGAL 

 
KETUA PENGADILAN NEGERI TEGAL, 

 
 

Menimbang : a. bahwa keterbukaan informasi yang efektif dan efisien 

merupakan bagian dari komitmen Mahkamah Agung 

dalam rangka reformasi birokrasi; 

  b. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan 

informasi yang efisien dan efektif, serta sesuai dengan 

ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, 

diperlukan pedoman pelayanan informasi yang sesuai 

dengan tugas, fungsi dan organisasi pengadilan; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Keputusan 

Ketua Pengadilan Negeri Tegal tentang Penetepan Daftar 

Informasi Publik pada Pengadilan Negeri Tegal. 

 

Mengingat : 1. Undang -Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang 

Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Undang -Undang Nomor 3 Tahun 2009 

tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 14 

Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; 

  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah 

dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 

  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

lnformasi Publik; 

  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik; 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik; 

6. Peraturan… 
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  6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik; 

  7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang 

Standar Layanan Informasi Publik; 

  8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia 

nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Pedoman 

Pelayanan Informasi di Pengadilan. 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TEGAL  TENTANG 

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK PADA 

PENGADILAN NEGERI TEGAL. 

KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik pada Pengadilan Negeri 

Tegal sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini. 

KEDUA : Daftar informasi publik sebagaimana dalam diktum KESATU 

merupakan informasi publik yang dapat diakses secara 

umum. 

KETIGA : Penanggangjawab informasi untuk dapat menyediakan 

informasi dengan baik dan benar sesuai dengan yang sudah 

ditetapkan. 

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila 

dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan 

ini akan diadakan perbaikan seperlunya. 

 

 Ditetapkan di : Tegal 

 Pada Tanggal : 14 September   2026 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ditandatangani secara elektronik oleh : 
 Ketua Pengadilan Negeri Tegal 
 
 
 Tiwik 

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



 

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TEGAL 

NOMOR    :  130/KPN.W12-U3/SK.HM1.1/IX/2026 

TANGGAL :  14 SEPTEMBER 2026 

 

 

DAFTAR INFORMASI PUBLIK  

PADA PENGADILAN NEGERI TEGAL 

 

No. Nama Informasi 
Unit Kerja yang 
Menyediakan 

Informasi 

Penanggungjawab 
Informasi 

PANITERA/SEKRETARIS 

1 Kata Pengantar Sub Bagian 
Perencanaan, 

Teknologi Informasi 
dan Pelaporan 

Kasubbag 
Perencanaan, 

Teknologi Informasi 
dan Pelaporan 

2 Sejarah Sub Bagian 
Perencanaan, 

Teknologi Informasi 
dan Pelaporan 

Kasubbag 
Perencanaan, 

Teknologi Informasi 
dan Pelaporan 

3 Visi dan Misi Sub Bagian 
Perencanaan, 

Teknologi Informasi 
dan Pelaporan 

Kasubbag 
Perencanaan, 

Teknologi Informasi 
dan Pelaporan 

4 Struktur Organisasi Sub Bagian 
Kepegawaian dan 

Ortala 

Kasubbag 
Kepegawaian dan 

Ortala 

5 Wilayah Yuridiksi Kepaniteraan Hukum Panitera Muda 
Hukum 

6 E-Learning Sub Bagian 
Perencanaan, 

Teknologi Informasi 
dan Pelaporan 

Kasubbag 
Perencanaan, 

Teknologi Informasi 
dan Pelaporan 

7 Standar Operasional 
Prosedur 

Kepaniteraan Hukum Panitera Muda 
Hukum 

8 Standar Pelayanan Publik Sub Bagian 
Kepegawaian dan 

Ortala 

Kasubbag 
Kepegawaian dan 

Ortala 

9 Maklumat Pelayanan Sub Bagian 
Perencanaan, 

Teknologi Informasi 
dan Pelaporan 

Kasubbag 
Perencanaan, 

Teknologi Informasi 
dan Pelaporan 

KEPANITERAAN PIDANA 

1 Jadwal Sidang  Kepaniteraan Pidana Panitera Muda 
Pidana 

2 Sistem Informasi 
Penelusuran Perkara 

Kepaniteraan Pidana Panitera Muda 
Pidana 

3 Tata Tertib Sidang Kepaniteraan Pidana Panitera Muda 
Pidana 

4 Hak Pihak yang Berperkara Kepaniteraan Pidana Panitera Muda 
Pidana 

5 Prosedur Perkara Pidana Kepaniteraan Pidana Panitera Muda 
Pidana 
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6 PTSP Kepaniteraan Pidana Panitera Muda 
Pidana 

7 Alur Perkara Pidana Kepaniteraan Pidana Panitera Muda 
Pidana 

8 Proses Pemeriksaan Pidana Kepaniteraan Pidana Panitera Muda 
Pidana 

KEPANITERAAN PERDATA 

1 Jadwal Sidang Kepaniteraan Perdata Panitera Muda 
Perdata 

2 Sistem Informasi 
Penelusuran Perkara 

Kepaniteraan Perdata Panitera Muda 
Perdata 

3 Tata Tertib Sidang Kepaniteraan Perdata Panitera Muda 
Perdata 

4 Hak Pihak yang Berperkara Kepaniteraan Perdata Panitera Muda 
Perdata 

5 Prosedur Perkara Perdata Kepaniteraan Perdata Panitera Muda 
Perdata 

6 Biaya Perkara Perdata  
- Panjar Biaya Perkara 
- Biaya Panggilan dan 

Pemberitahuan 
Biaya Proses Penyelesaian 
Perkara perdata dan 
Pengelolaannya 

Kepaniteraan Perdata Panitera Muda 
Perdata 

7 Mediasi 
- Prosedur Mediasi 

Hakim Mediator 

Kepaniteraan Perdata Panitera Muda 
Perdata 

8 Relaas Panggilan Umum Kepaniteraan Perdata Panitera Muda 
Perdata 

9 Delegasi Kepaniteraan Perdata Panitera Muda 
Perdata 

10 PTSP Kepaniteraan Perdata Panitera Muda 
Perdata 

KEPANITERAAN HUKUM 

1 Pelayanan Pengaduan  
- Dasar Hukum 
- Hak Pelapor, Terlapor 

dan Institusi 
Pemeriksa 

- Materi Pengaduan 
- Tata Cara Pengaduan 
- Alur Penanganan 

Pengaduan 
- Laporan Penyelesaian 

Pengaduan 
- Form Pengaduan 

Online (SIDUDI) 
- WA Pengaduan (PTSP 

On Call) 
Sistem Informasi 
Pengawasan 

Kepaniteraan Hukum Panitera Muda 
Hukum 

2 Pelayanan Informasi 
- Dasar Hukum 
- Hak Pemohon 

Informasi 

Kepaniteraan Hukum Panitera Muda 
Hukum 

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



- Daftar Informasi 
Publik 

- Prosedur 
Permohonan 
Informasi 

- Prosedur Keberatan 
Informasi 

- Biaya Perolehan 
Informasi 

- Pelaksana Pelayanan 
Informasi 

- Alamat Kontak 
Petugas Informasi 

- Laporan Pelayanan 
Informasi 

- Form Pelayanan 
Informasi Online (SI 
DUDI) 

WA Informasi (SI VIRNA) 

3 Pelayanan Bantuan 
Hukum 

- Dasar Hukum 
- Asas Layanan 

Hukum 
- Tujuan Layanan 

Hukum 
- Ruang Lingkup 

Layanan Hukum 
- Pembebasan Biaya 

Perkara 
- Sidang di Luar 

Gedung Pengadilan 
- Posbakum 
- Prosedur Layanan 

Hukum 
Biaya Layanan Hukum 

Kepaniteraan Hukum Panitera Muda 
Hukum 

4 Situasi Wilayah Hukum Kepaniteraan Hukum Panitera Muda 
Hukum 

6 JDIH (Jaringan 
Dokumentsi dan Informasi 
Hukum) 

Kepaniteraan Hukum Panitera Muda 
Hukum 

6 Survey Pelayanan Publik Kepaniteraan Hukum Panitera Muda 
Hukum 

7 Direktori Putusan Kepaniteraan Hukum Panitera Muda 
Hukum 

8 WA Perkara (PTSP on Call 
dan SI VIRNA) 

Kepaniteraan Hukum Panitera Muda 
Hukum 

9 Statistik Perkara Kepaniteraan Hukum Panitera Muda 
Hukum 

10 PTSP Kepaniteraan Hukum Panitera Muda 
Hukum 

KEPEGAWAIAN DAN ORTALA 

1 Profil Hakim dan Pegawai  Sub Bagian 
Kepegawaian dan 

Ortala 

Kasubbag 
Kepegawaian dan 

Ortala 
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2 Kode Etik Sub Bagian 
Kepegawaian dan 

Ortala 

Kasubbag 
Kepegawaian dan 

Ortala 

3 Jam Kerja Sub Bagian 
Kepegawaian dan 

Ortala 

Kasubbag 
Kepegawaian dan 

Ortala 

4 Data Personalia Sub Bagian 
Kepegawaian dan 

Ortala 

Kasubbag 
Kepegawaian dan 

Ortala 

5 Profil Role Model & Agen 
Perubahan 

Sub Bagian 
Kepegawaian dan 

Ortala 

Kasubbag 
Kepegawaian dan 

Ortala 

6 E-Learning Sub Bagian 
Kepegawaian dan 

Ortala 

Kasubbag 
Kepegawaian dan 

Ortala 

7 Hukuman Disiplin 
- Daftar Hukuman 

Disiplin 
- Statistik Pelanggaran 

Hakim/Pegawai 
- Statistik Penjatuhan 

Hukuman Disiplin 
- Inisial Nama 

Hakim/Pegawai yang 
Dijatuhi Hukuman 

Sub Bagian 
Kepegawaian dan 

Ortala 

Kasubbag 
Kepegawaian dan 

Ortala 

UMUM DAN KEUANGAN 

1 DIPA (Daftar Isian 
Penggunaan Anggaran)  

Sub Bagian Umum 
dan Keuangan 

Kasubbag Umum 
dan Keuangan 

2 LRA (Laporan Realisasi 
Anggaran)  

Sub Bagian Umum 
dan Keuangan 

Kasubbag Umum 
dan Keuangan 

3 Laporan Keuangan Sub Bagian Umum 
dan Keuangan 

Kasubbag Umum 
dan Keuangan 

4 Laporan BMN (Barang 
Milik Negara) 

Sub Bagian Umum 
dan Keuangan 

Kasubbag Umum 
dan Keuangan 

5 Kompensasi Pelayanan Sub Bagian Umum 
dan Keuangan 

Kasubbag Umum 
dan Keuangan 

6 Layanan Disabilitas Sub Bagian Umum 
dan Keuangan 

Kasubbag Umum 
dan Keuangan 

7 Ringkasan Daftar Aset dan 
Inventaris 

Sub Bagian Umum 
dan Keuangan 

Kasubbag Umum 
dan Keuangan 

8 PTSP Sub Bagian Umum 
dan Keuangan 

Kasubbag Umum 
dan Keuangan 

SUB BAGIAN PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN 

1 SAKIP (IKU, RENSTRA, 
RKT, PKT, LKJIP) 

Sub Bagian 
Perencanaan, 

Teknologi Informasi 
dan Pelaporan 

Kasubbag 
Perencanaan, 

Teknologi Informasi 
dan Pelaporan 

2 LHKPN dan SPT Tahunan Sub Bagian 
Perencanaan, 

Teknologi Informasi 
dan Pelaporan 

Kasubbag 
Perencanaan, 

Teknologi Informasi 
dan Pelaporan 

3 Kebijakan / Yurisprudensi Sub Bagian 
Perencanaan, 

Teknologi Informasi 
dan Pelaporan 

Kasubbag 
Perencanaan, 

Teknologi Informasi 
dan Pelaporan 
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3 Laporan Tahunan   

 

4 Pengumuman Sub Bagian 
Perencanaan, 

Teknologi Informasi 
dan Pelaporan 

Kasubbag 
Perencanaan, 

Teknologi Informasi 
dan Pelaporan 

5 Berita Kegiatan Sub Bagian 
Perencanaan, 

Teknologi Informasi 
dan Pelaporan 

Kasubbag 
Perencanaan, 

Teknologi Informasi 
dan Pelaporan 

6 Galeri Foto Sub Bagian 
Perencanaan, 

Teknologi Informasi 
dan Pelaporan 

Kasubbag 
Perencanaan, 

Teknologi Informasi 
dan Pelaporan 

7 Galeri Video Sub Bagian 
Perencanaan, 

Teknologi Informasi 
dan Pelaporan 

Kasubbag 
Perencanaan, 

Teknologi Informasi 
dan Pelaporan 

8 Lokasi Pengadilan Sub Bagian 
Perencanaan, 

Teknologi Informasi 
dan Pelaporan 

Kasubbag 
Perencanaan, 

Teknologi Informasi 
dan Pelaporan 

9 Sosial Media Sub Bagian 
Perencanaan, 

Teknologi Informasi 
dan Pelaporan 

Kasubbag 
Perencanaan, 

Teknologi Informasi 
dan Pelaporan 

10 Asisten Virtual Sub Bagian 
Perencanaan, 

Teknologi Informasi 
dan Pelaporan 

Kasubbag 
Perencanaan, 

Teknologi Informasi 
dan Pelaporan 

11 Alamat Kontak Sub Bagian 
Perencanaan, 

Teknologi Informasi 
dan Pelaporan 

Kasubbag 
Perencanaan, 

Teknologi Informasi 
dan Pelaporan 

12 Inovasi Pengadilan Sub Bagian 
Perencanaan, 

Teknologi Informasi 
dan Pelaporan 

Kasubbag 
Perencanaan, 

Teknologi Informasi 
dan Pelaporan 

13 Aksesibilitas Bagi Difabel 
pada Website Pengadilan 
Negeri Tegal Kelas I A 

Sub Bagian 
Perencanaan, 

Teknologi Informasi 
dan Pelaporan 

Kasubbag 
Perencanaan, 

Teknologi Informasi 
dan Pelaporan 

14 Statistik Pengunjung pada 
Website Pengadilan Negeri 
Tegal Kelas I A 

Sub Bagian 
Perencanaan, 

Teknologi Informasi 
dan Pelaporan 

Kasubbag 
Perencanaan, 

Teknologi Informasi 
dan Pelaporan 

15 Kalender pada Website 
Pengadilan Negeri Tegal 
Kelas I A 

Sub Bagian 
Perencanaan, 

Teknologi Informasi 
dan Pelaporan 

Kasubbag 
Perencanaan, 

Teknologi Informasi 
dan Pelaporan 

16 Alih Bahasa pada Website 
Pengadilan Negeri Tegal 
Kelas I A 

Sub Bagian 
Perencanaan, 

Teknologi Informasi 
dan Pelaporan 

Kasubbag 
Perencanaan, 

Teknologi Informasi 
dan Pelaporan 
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17 Tautan pada Website 
Pengadilan Negeri Tegal            
Kelas  I A 

Sub Bagian 
Perencanaan, 

Teknologi Informasi 
dan Pelaporan 

Kasubbag 
Perencanaan, 

Teknologi Informasi 
dan Pelaporan 

18 Zona Integritas Sub Bagian 
Perencanaan, 

Teknologi Informasi 
dan Pelaporan 

Kasubbag 
Perencanaan, 

Teknologi Informasi 
dan Pelaporan 

19 Sertifikasi Mutu Peradilan 
Unggul dan Tangguh 
(AMPUH) 

Sub Bagian 
Perencanaan, 

Teknologi Informasi 
dan Pelaporan 

Kasubbag 
Perencanaan, 

Teknologi Informasi 
dan Pelaporan 

20 International Consortium 
for Court Excellence 
(Khusus bagi Pengadilan 
yang sudah menjadi 
member ICCE) 

Sub Bagian 
Perencanaan, 

Teknologi Informasi 
dan Pelaporan 

Kasubbag 
Perencanaan, 

Teknologi Informasi 
dan Pelaporan 

21 E Brosur Sub Bagian 
Perencanaan, 

Teknologi Informasi 
dan Pelaporan 

Kasubbag 
Perencanaan, 

Teknologi Informasi 
dan Pelaporan 
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 Ketua Pengadilan Negeri Tegal 
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